PERATURAN PENGUASA PERANG TERTI NG3
REPUBLI K | NDONESI A
NOVCR 20 TAHUN 1960
TENTANG
LARANGAN PENEMPATAN SERO- SERO DAN ALAT- ALAT PENANGKAP | KAN
LA NNYA DI PERAI RAN | NDONESI A TANPA [JI'N

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A SELAKU
PENGUASA PERANG TERTI NGG .

Meni nbang :

1. bahwa untuk kepentingan keamanan pelayaran dan pertahanan
perlu nenetapkan |arangan penenpatan sero-sero, tiang-tiang
dan al at-alat penangkap ikan |ainnya diperairan Indonesia
tanpa ijin;

2. bahwa perlu nmeninjau kenbali Keputusan Penguasa Perang Pusat
Kepal a Staf Angkatan Laut No. Z 1/5/8 tanggal 15 Desenber
1959:

Mengi ngat :

1. Keput usan- keput usan Presi den Republik |ndonesia No. 315 tahun

1959 No. 3 tahun 1960;

2. Pasal 6l1a Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23
tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 139 Tanbahan
Lenbar an- Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya berhubungan
dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 22
tahun 1960 (Lenbaran-Negara tahun 1960 No. 66 - Tanbahan
Lenbar an- Negara No. 1997);

3. Pasal 25 angka 7 berhubungan dengan pasal 23, 36, 48 dan 58
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959
(Lenbar an- Negara tahun 1959 No. 139 Tanbahan Lenbaran- Negara
No. 1908) tentang Keadaan Bahaya,

Menmut uskan

Pertama: Mencabut Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf
Angkatan Laut No. Z. 1/5/8 tanggal 15 Desenber 1959;

Kedua: Menet apkan Peraturan tentang |arangan penenpatan sero-
sero dan sebagai nya di perairan Indonesia tanpa ijin.

Pasal 1.

Dengan tiada ijin Penguasa Perang Daerah Maritiem dilarang
nmenenpat kan sero-sero, tiang-tiang, tongkat-tongkat dan al at-al at
penangkap ikan |ainnya (selanjutnya disebut alat-alat penangkap
i kan) diperairan |Indonesi a.

Pasal 2.

(1) Aat-alat penangkap ikan yang dengan tiada ijin Penguasa
Perang Daerah Maritiem dipasang diperairan I|ndonesia, dalam
waktu dua puluh enpat jam setel ah penberitahuan Penguasa
Perang Daerah Maritiem yang bersangkutan harus sudah



di si ngki r kan.

(2) Apabila setel ah penberitahuan, alat-alat penangkap ikan yang
di mksudkan dal am ayat (1) pasal ini belum disingkirkan, mnmaka
penyi ngkiran akan dilakukan oleh Penguasa Perang Daerah
Maritiem yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk ol ehnya
untuk itu atas biaya pel anggar tanpa peringatan |ebih |anjut
ber hubung dengan keal paannya it u.

Pasal 3.

ljin-ijin permasangan alat-alat penangkap ikan yang telah
di kel uarkan ol eh instansi-instansi, selain Penguasa Perang Daerah
Maritiem di haruskan nendapatkan perpanjangan ijin dari Penguasa
Per ang Daer ah Maritiem yang ber sangkut an dengan mel al ui
j awat an/ D nas Peri kanan Laut setenpat.

Pasal 4.

Bar angsi apa nel akukan per buat an yang terl arang dal am ket ent uan
yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman
sebagai mana yang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan
Peneri ntah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959
(Lenbar an- Negara tahun 1959 No. 139) ial ah hukuman kurungan sel ana-
| amanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya |lima puluh ribu
rupi ah.

Pasal 5.

Ti ndak- pi dana yang tersebut.dalam pasal 4 Peraturan ini
sebagai mana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan
Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-
Negara tahun 1959 No. 139) adal ah ternmasuk pel anggar an.

Pasal 6.

Ter hadap bar ang- barang yang di gunakan dal am dan/ at au di perol eh
dari tindak-pidana yang tersebut dal am pasal 4 Peraturan ini, dapat
di kenakan ketentuan sebagai mana yang di nmaksudkan dal am pasal 47
ayat (2) dan (3) Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No
23 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 139).

Pasal 7.

Peraturan ini nmulai berlaku pada hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara
Republ i kK I ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta pada

tanggal 14 Desenber 1960.
Presi den/ Pangl i ma Tertinggi Angkatan
Per ang Republ ik | ndonesia sel aku
Penguasa Perang Tertinggi,



SUKARNQ.

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desenber 1960.
Pej abat Sekretaris Negara,

SANTCSO,

PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTI NG
No. 20 TAHUN 1960
t ent ang
LARANGAN PENEMPATAN SERO- SERO DAN ALAT- ALAT
PENANGKAP | KAN LAI NNYA DI PERAI RAN | NDONESI A
TANPA | DZI N.

PASAL DEM PASAL.
Pasal 1.

Yang dimaksud dengan perairan |ndonesia, ialah hanya

perairan-perairan disekitar daerah perairan yang digunakan untuk
pel ayaran nmenuju kesalah satu pelabuhan (vaarwateren) dan
daer ah- daerah perairan Indonesia |ainnya yang dianggap perlu, baik
ditinjau dari segi kepentingan keanmanan pel ayaran nmaupun dari segi
keamanan Negara pada unumya.
D daerah-daerah itulah penenpatan sero-sero can |ain-Iainnya
dil arang, kecuali dengan idzin yang hanya dapat diberikan oleh
Koandan Daerah Maritiem sel aku Pengusa Perang Daerah Mariti em yang
ber sangkut an.

Pasal 2.
Cukup j el as.
Pasal 3.
Sebel um berl akunya Peraturan ini, banyak sero-sero yang

di pasang oleh para nelayan dengan tiada idzin yang antara lain
di sebabkan tidak/belum adanya suatu peraturan yang nengaturnya
at aupun penasangan tersebut telah dikerjakan secara turun-tenurun
ol eh rakyat nelayan setenpat. Pemasangan sero-sero tersebut ada
yang terdapat didaerah-daerah vaarwateren dan ada pula yang
di t enpat kan di pantai-pantai |ainnya yang terletak diluar daerah
vaarwat eren dan tidak nerupakan daerah perairan yang perlu nmendapat
per hati an/ pengawasan  khusus. Sero-sero yang dipasang diluar
vaarwateren ini tidak dikenakan |arangan nenurut peraturan ini,
tetapi dengan tidak nengurangi wewenang Daerah tentang penberian
i dzin perikanan atas dasar Peraturan Penerintah No. 64 tahun 1957

maka kepada pemlik-pemlik sero tersebut diwajibkan nendaftarkan
diri kepada Penguasa Perang Daerah Maritiem yang bersangkutan



dengan nelalui Jawatan/D nas Perikanan Laut setenpat dan jika
di pandang perlu juga dengan nendengar Syahbandar/ Panongpraj a
set enpat .

Hal inipun berlaku bagi sero-sero yang terdapat didaerah-daerah
tersebut diatas yang untuk penmasangannya telah nenpunyai idzin
(dari Daerah) sebelum peraturan ini berlaku

Untuk pemasangan sero-sero, tongkat-tongkat, tiang-tiang dan
al at - al at perikanan lainnya yang semacam yang ditenpatkan
di daer ah-daerah vaarwateren ataupun didaerah-daerah perairan
| ai nnya yang dianggap perlu nendapat perhatian/ pengawasan khusus
terutama ditinjau dari segi keamanan Negara, baik yang di pasang
tanpa nmaupun dengan idzin Daerah atas dasar Peraturan Penerintah
No. 64 tahun 1957 (dan peraturan-peraturan pel aksanaannya) sebel um
ber | akunya Peraturan ini, diharuskan nenpunyai surat idzin atau
per panj angan idzin yang hanya dapat diberikan ol eh Penguasa Perang
Daerah Maritiem yang bersangkutan, untuk nengurangi atau nencegah
sedapat - dapat nya kenungki nan ker ugi an- kerugi an secara totaal yang
diderita oleh para nelayan hingga nenyebabkan hil angnya sunber
penghi dupannya dal am |apangan usaha perikanan |aut, nmaka dalam
penberian idzin ini Penguasa Perang Daerah Maritiem diharuskan
bekerja erat dengan Jawat an/ Di nas Peri kanan Laut setenpat.

Pasal 4 sanpai dengan pasal 7.
Ti dak nener| ukan penj el asan.
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960

YANG TELAH DI CETAK ULANG
Sunber : LN 1960/ 164; TLN NO 2109



